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WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 96 TAHUN 2021 

 

 
TENTANG 

PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  

PADA JENIS RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KOTA BANJAR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi jasa usaha pada jenis retribusi 
rumah potong hewan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Banjar Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Banjar Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Banjar Peraturan 

Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa 
Usaha di Kota Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota 
Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di 

Kota Banjar, menyatakan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling 
lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga 

dan perkembangan perekonomian Perubahan tarif Retribusi 
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota; 

c. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian di wilayah Kota Banjar, perlu adanya Perubahan 
Tarif Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Jenis Retribusi 

Rumah Potong Hewan;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Besaran Tarif 

Retribusi Jasa Usaha pada Jenis Retribusi Rumah Potong 
Hewan di Kota Banjar;  
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4244); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan 

tentang  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5619); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung 
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6622): 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota 
Banjar Tahun 2010 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Banjar Nomor 6) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar 

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa 

Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 
2019 Nomor 14); 

13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar 
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50); 

14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Banjar Nomor 15); 

 

 

MEMUTUSKAN:  
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN 
BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA JENIS 

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KOTA BANJAR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Rumah Potong Hewan atau disingkat RPH adalah suatu 

bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat 
tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi 
konsumsi masyarakat umum. 

5. Retribusi RPH adalah Retribusi atas sewa tempat pemotongan 
dan sewa tempat penampungan ternak di Rumah Potong 

Hewan milik Pemerintah Daerah Kota Banjar. 

6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian 

dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik 
yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 
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7. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari 

ternak ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak 
ruminansia kecil, seperti kambing dan domba. 

8. Pemeriksaan ante-mortem adalah pemeriksaan kesehatan 
hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas 

pemeriksa berwenang. 

9. Pemeriksaan post-mortem adalah pemeriksaan kesehatan 

jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh 
petugas pemeriksa berwenang. 

10. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan 

daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante-mortem, 
penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan 

post-mortem. 

11. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan 

hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih 
yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah 
agama islam. 

12. Kandang Penampungan adalah kandang yang digunakan untuk 
menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat 

dilakukannya pemeriksaan ante-mortem. 

13. Penampungan adalah kegiatan menampung hewan potong di 

kandang Rumah Potong Hewan Milik Pemerintah Daerah Kota 
Banjar sebelum pemotongan dan dilakukan pemeriksaan ante-
mortem. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya 

jumlah retribusi yang terutang. 

 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP  

 

Pasal 2  

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang 
Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Jenis 

Retribusi Rumah Potong Hewan di Kota Banjar.  

 

BAB III 

OBJEK RETRIBUSI    

 

Pasal 3 

Objek Retribusi RPH yang dikelola dan diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah Kota adalah : 

a. sewa tempat pemotongan; dan 

b. sewa tempat penampungan. 

 

 



 5 

BAB IV 

PERUBAHAN BESARAN TARIF   

 

Pasal 4 

Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana diatur dalam 

Lampiran III Peraturan Daerah Kota Banjar Peraturan Daerah Kota 
Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota 

Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 

Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

JENIS TERNAK SATUAN 
SEWA TEMPAT 

PEMOTONGAN PENAMPUNGAN 

Besar 

Sapi dan Kerbau  Ekor Rp 20.000,- Rp 5.000,- 

 

 

BAB V 

SARANA PUNGUTAN RETRIBUSI 

 

Pasal 5 

Retribusi dipungut dengan menggunakan sarana pungutan berupa 

karcis yang telah diperporasi atau SKRD. 

 

 

BAB VI 

PENYETORAN HASIL PEMBAYARAN RETRIBUSI 

 
 

Pasal 6 

(1) Bendahara Penerimaan Retribusi wajib menyetorkan Retribusi 
hasil penerimaan kepada Rekening Kas Umum Daerah dalam 

waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang 
Retribusi diterima. 

(2) Dalam hal penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) jatuh pada hari libur, Bendahara Penerimaan 
menyetorkan Retribusi pada hari kerja berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Banjar. 

 

 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 27 Desember 2021  

WALI KOTA BANJAR, 

 

TTD 

ADE UU SUKAESIH 

 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 27 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

TTD 

ADE SETIANA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 96 
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